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MIFITERI PENDIIJIKAN NASIONAL

Bahwa - berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
010/Ol2d00, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas

menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi
berdasarkin t<eUilakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang'
undangan yang berlaku;

Bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan
tinggi dalam rangka pemblnaan dan perkembangan perguruan tinggi dl

lndonesia;

Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui
Surat Keputusan;

Undang-undang Nomor2 Tahun 1989;

Peraturan Penterintah Republik lndonesia No. 60 Tahun 1999;

Keputusan Presiden Republik lndonesia :

1.

2.

3.
a. Nomor.BS/M Tahun 1999;
b. Nomor 136 Tahr-rn 1999, sebagaimana telah dirrhah lerakhir dengan

l{eputusan No. 165 ialtutt 20A1;
c. Nomor 2341M Tahun 1999;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
a. Nomor 010/0lZ000 tanggal 24 Januan 2000;
b. Nomor 232lUnAO0 tanggal20 Desember 2000;
c. Nomor 234|UEAA0 tanggal 20.Desember 2000:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 85/D2l2001 tanggal 1 Juni
2001;

2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Memberikan ijin penyetenggaraan :

1. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan untuk jenjang program Sarjana (Sl);
2. Program Studi llmu Kelautan untuk jenjang program Sarjana (S1);
3. Program Studi Budidaya Perairan untuk jenjang program Sarjana (S1);

Dan pendirian Sekolah Tinggi Teknotogi Kelautan'{STITEK),di Makassar yang

diselenggarakan oleh Yayasan Balik Diwa di Makassar.

ljin perryetenggaraan program studi diberikan ulrtul< Janglta waktu 2 (dua) tahun
terhitung sejak lahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan lni.

Pemrakarsa wajib menyampail<an laporan penyelenggaraan program stttdi setiap
tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik, kepada Direktur Jenderal
PendicJikan Tinggi untuk dievaluasi.
Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin
penyelenggaraan.
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Pemrakarsa wajib menandatangani surat perttyataan yang rllenyatakan bahwa

pemrakarsa beitanggungjawab untuk menyelengg_arakan program studi sesuai

dengan peraturan iing-'berlaku dan bertanggungiawab terhadap segala akibat

sebigai 
'konsekwensi 

dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil

evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.

ljin Penyelenggaraan program str.rcli irri tidal< dapal sebagai dasar;

1. permohonan akreditasi BAN-PT;
Z. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan

lrl'asional;

Dalam rangka pengawasan, para mahasiswa program studi pada "Diktum".Pertama

harus didaftarkan jrn *emperoleh Nomor lnduk Registrasi Mahasiswa (NIRM) dari

Kopertis Wilalah lX di Ujung Pandang.

Jika ternyata terclapat kekeliruan dalam Keputusan ini al<an diadakan perlraikan

sebagaimana mestinYa.

: Keputusan ini mulai bertakrr sejak tanggal ditetapkan

i DitetaPkan di Jakarta
\.,r/

Pdda tanggal 5 Ju{r 2001

A.N. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd,'

SATRYO SOEMANTRT BRODJONEGORO

NIP. 009 002

SALINAI'I Keputusan ini disampaikan Kepada :

1, Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. lnspektur Jenderal DePdiknas;
\ Kepala Balitbang Depdiknas;

Y Koordinator Kopertis Wilayah lX di Ujung Pandang;

6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkuitan'

Disalin sesuai dengan aslinYa
rat Jenderal Pendidikan Tinggi

en Pendidikan Nasional
g. Tatalaksana dalt KePegawaian

bag. Perundang-undangan
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Nomor 
Lampiran 
Hal 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta I 0270 
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 

Laman www.dikti.kemdikbud.go.id 

: 'Z.S3 / E1 /HK/2021 
: Satu berkas 
: Salinan Keputusan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 81/E/0/2021 

t!J April 2021 

Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

2. Direktur J enderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan; 

3. Direktur Kelembagaan Direktorat J enderal Pendidikan Tinggi; 

4 . Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar 

di Kota Makassa r; dan 

5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX di 

Kota Makassar. 

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 81/E/0/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekola h 

Tinggi Teknologi Kelauta n di Kota Makassar menjadi Institut Teknologi dan 

Bisnis Maritim Balik Diwa di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang 

Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar, dengan horma t 

bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Atas perhatian Bapak/ Ibu, kami mengucapkan terima kasih. 

Direktorat Jenderal 

urwardani 
05071990022001 



SALIN AN 

KEPUTUSAN MENTER! PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 81/E/0/2021 

TENTANG 

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KELAUTAN DI KOTA 
MAKASSAR MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA DI 

KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DISELENGGARAKAN 
OLEH YAYASAN PENDIDIKAN BALIK DIWA MAKASSAR 

MENTER! PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus 
Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar Nomor 066/YP­
BDM/A/XI/2019 tanggal23 November 2019 dan surat Kepala 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor 
T/7210/L9/KL.00.00/2019 tanggal 22 November 2019, perlu 
memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Teknologi 
Kelautan di Kota Makassar menjadi Institut Teknologi dan 
Bisnis Maritim Balik Diwa di Kota Makassar Provinsi Sulawesi 
Selatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 
ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Perubahan Bentuk 
Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan di Kota Makassar menjadi 
Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa di Kota 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang Diselenggarakan oleh 
Y ayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5336); 



Menetapkan 

- 2-

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5500); 

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242); 

4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang 
Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri 
Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 124); 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran 
Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, 
Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51); 

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal 
Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas 
Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani 
Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Vokasi; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN MENTER! PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI 
TEKNOLOGI KELAUTAN DI KOTA MAKASSAR MENJADI 
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA DI 
KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG 
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN BALIK DIWA 
MAKASSAR. 
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Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Teknologi 
Kelautan di Kota Makassar menjadi lnstitut Teknologi dan Bisnis 
Maritim Balik Diwa di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 
yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Balik Diwa 
Makassar di Kota Makassar sesuai dengan Akta Nomor 07 tanggal 
10 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Rusni Buhaerah, S.H., 
M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1046.AH.01.04.Tahun 2011 
tanggal 23 Februari 2011. 

lnstitut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa di Kota Makassar 
Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU menyelenggarakan Program Studi: 
a. Sumber Daya Akuatik Program Magister; 
b. Teknologi Hasil Perikanan Program Sarjana; 
c. Ilmu Kelautan Program Sarjana; 
d. Budidaya Perairan Program Sarjana; dan 
e. Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Program Sarjana. 

Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai 
dengan huruf e diakui serta wajib menyesuaikan dengan 
Keputusan Menteri ini. 

Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa di Kota Makassar 
Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU wajib: 
a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya 

diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
memperoleh akreditasi; dan 

c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 
(satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri. 

Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar harus 
menyelenggarakan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik 
Diwa di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung 
semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan 
perguruan tinggi a tau izin penyelenggaraan program studi setelah 
dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi. 

Apabila Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa di Kota 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai 
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku: 
a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Teknologi 

Kelautan di Kota Makassar yang diselenggarakan sebelum 
Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib 
menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini; 

b. Keputusan Menteri Pendidika n Nasional Nomor 70/D/0/2001 
tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program 
Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan 
(STITEK) di Makassar yang Diselenggarak an oleh Yayasan 
Balik Diwa Makassar, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidika n Tinggi Nomor 138/KPT / I/2017 tenta n g 
Pembukaa n Program Studi Sumber Daya Akuatik Program 
Magister pada Sekola h Tinggi Teknologi Kelautan di Makassar 
yang Diselen ggarakan oleh Yayasan Pendidika n Balik Diwa 
Makassa r , d an Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 
Departemen Pendidikan Nasional Nomor 2845/D/T/2001 
tentang Ijin Penyelengga raa n Program Studi Pemanfaatan 
Sumberdaya Perikanan J enjang Program Sarjana (S 1) pada 
Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan (STITEK) Balik Diwa 
Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan 

c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi 
Teknologi Kelautan di Kota Makassar yang diselenggarakan 
oleh Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar dinyatakan 
tidak berlaku. 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 5 April 2021 

a.n. MENTER! PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, 

TID. 

NIZAM 
NIP 196107061987101001 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
irektorat J enderal Pendidikan Tinggi 

endidikan dan Kebudayaan, 


